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Penelitian ini memfokuskan pada analisa pertanggungjawaban Pelaku Usaha kepada K onsumen menurut
hukum perlindungan konsumen yang berlaku di Indonesia, Inggris, dan Belanda. Dalam hal Konsumen
menderita kerugian yang disebabkan oleh produk yang diproduksi dan/atau diedarkan oleh Pelaku Usaha,
maka berdasarkan product liability, Pelaku Usaha wajib bertanggungjawab kepada K onsumen. Atas dasar
kerugian yang dialami Konsumen akibat produk cacat yang diproduksi dan/atau diedarkan oleh Pelaku
Usaha, maka Pelaku Usaha wajib bertanggungjawab atas kerugian tersebut, namun tulisan ini tidak akan
membahas mekanisme penyel esaian sengketa baik melalui Badan Penyelesaian Sengketa K onsumen
(BPSK) maupun pengadilan, melainkan tulisan ini akan berfokus pada analisa pertanggungjawaban Pelaku
Usaha terhadap Konsumen. Pada dasarnya, hukum Indonesia, dan hukum Inggris dan Belanda sebagai
pembanding memiliki pengaturan yang berbeda-bedaterkait product liability dan pengaturan tentang
batasan tanggung jawab Pelaku Usaha kepada K onsumen. Indonesia tidak menganut prinsip strict liability
secara sempurna, dimana prinsip strict liability dalam UU Perlindungan Konsumen mensyaratkan adanya
unsur kesalahan, yang mana hal ini berbeda dengan hukum perlindungan konsumen yang berlaku di Inggris
dan Belanda. Selain itu, mengacu pada Product Liability Directive yang dikeluarkan oleh Uni Eropa, hukum
Inggris dan Belanda melarang adanya ketentuan pembatasan pertanggungjawaban Pelaku Usaha kepada
Konsumen untuk hal-hal tertentu, sebagaimana yang tercermin pada masing-masing peraturan perundang-
undangannya (CPA 1987 (Inggris), CRA 2015 (Inggris), NBW (Belanda)) (dan yurisprudensi). Hal ini
berbeda dengan hukum Indonesia, yang mana UU Perlindungan Konsumen sama sekali tidak mengatur
ketentuan larangan pembatasan tanggung jawab Pelaku Usaha kepada K onsumen. Sebagai kesimpulan, UU
Perlindungan K onsumen dapat mengadopsi ketentuan hukum perlidungan konsumen yang berlaku di Inggris
dan Belanda, yang mana pada hukum tersebut telah diatur ketentuan definisi “produk cacat” yang
merupakan pilar dalam menentukan tanggung jawab Pelaku Usaha kepada K onsumen, pengaturan dan
implementasi strict liability yang jelas, dan pengaturan yang jelas mengenal larangan pembatasan tanggung
jawab Pelaku Usaha kepada K onsumen.

...... This study focuses on the analysis of the liability of Business Actors to Consumers according to
consumer protection laws in force in Indonesia, England and the Netherlands. In the event that the
Consumer suffers aloss caused by the product produced and/or distributed by the Business Actor, then
based on product liability, the Business Actor is responsible to the Consumer. On the basis of losses suffered
by consumers as aresult of defective products produced and/or distributed by Business Actors, Business
Actors are obliged to be responsible for these losses, however this study will not discuss the dispute

resol ution mechanism either through the Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) or the courts, but
this study will focus on the analysis of the accountability of Business Actor to Consumer. Fundementally,
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Indonesian law, and English and the Netherlands law as comparisons have different regulations regarding
product liability and limits of liability of Business Actos to Consumers. Indonesia does not adhere the strict
liability principle perfectly to its regulations, in which the strict liability principle in the Consumer
Protection Law (UU Perlindungan Konsumen) requires an element of fault, where such regulation is
different from the prevailing consumer protection laws of England and the Netherlands. In addition,
referring to the Product Liability Directive issued by the European Union (EU), English and Dutch laws
prohibit provisions limiting the liability of Business Actors to Consumers for certain matters, as reflected in
their respective laws and regulations (CPA 1987 (England) , CRA 2015 (England), NBW (the Netherlands))
(including jurisprudence). Thisis different from Indonesian law, where the Consumer Protection Law (UU
Perlindungan Konsumen) does not regulate prohibition to limit the responsibility of Business Actor to
Consumers. In conclusion, the Consumer Protection Law (UU Perlindungan Konsumen) shall adopt the
provisions of consumer protection law of English and Dutch Law, where these laws have regul ated the
definition of "defective product” which is apillar in determining the responsibility of Business Actor to
Consumers, clear and definite regulation regarding the implementation of strict liability and the prohibition
Business Actor responsibility to Consumers.



